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hw untuJ m I k anakan k t ntu n Pa 1 3 3 
P r tu ran Mcnt ri O 1 m Negeri Nomor 86 Tahun 2017 
t nt n Tata Cara Per ncanaan, cngendalian dan 

Evaluasi Pemb ngunan Daerah Tata Cara valua i 
Rancangan P raturan Daerah tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah s rta Tata Cara 
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah Ren can a Pem bangu nan J angka Menengah 
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah maka 
Rcncana Kerja Pemerintah Daerah l abupaten 
Simalungun Tahun 2020 perlu dilakukan perubahan: 

b. bahwa Perubahan Rencana l erja Pemerintah Daerah 
Tahun 2020 memuat arah kebijakan pembangunan 
daerah yang merupakan komitmen pemerintah daerah 
untuk memberikan kepastian kebijakan dalam 
melaksanakan pembangunan daerah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas dipandang 
perlu membentuk Peraturan Bupati Simalungun tentang 
Perubahan Atas Peraturan Bupati Simalungun Nomor 22 
Tahun 2019 ten tang Rencana Kerja Pemerintah Daerah 
Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2020· 
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Und ne _ Undang D rur t omor 7 Tahun 1 56 
p mb ntul n Da rr h tonom K bupa n - Kab pat n 
D lam Lingkungan D r h Pro in i urna ra Utnr, 
(Lembaran ar Repub)ik lndon ia Tahun 1 56 

~ Tarnbah n Lernb r n ra R publik omor ,J , 

I ndoncsia omor 1092) · 
Undang _ Undang omor 17 Tahun 2003 n a g 
Keuangan Negara (L mbar n gar R publil lndon 
Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran g ra 
Republik Indonesia Nornor 4286)· 
Undang - Undang omor 25 Tahun 200 tent ng i em 
p rencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran egar 
R publik Indonesia Tahun 200 omor 10 Tambahan 
Lernbaran egara Republik lndon ia omor 4 21)· 
Undang - Undang omor 17 Tahun 2007 en ang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang asional Tah un 
2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik lndone ia 
Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran egara 
Republik Indonesia omor 4700)· 
Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2007 tcntang 
Penanggulangan Bencana (Lem baran Negara Repu blik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66 Tambahan Lembaran 

egara Republik Indonesia Nomor 4723); 
Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang undangan 
(Lembaran egara Republik Indonesia Tahun 2011 

omor 82, Tarnbahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6398); 
Undang - Undang Nomor 23 Tahun 20] 4 en tang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
teiah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 201 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran 
Negara Repu blik Indonesia Nomor 56 79) · 
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T, hun 20 l Nomor 1 I 
R t u lil lndon si Nomor 
diubah d ng n P r turt n m rint 

t ntang rubahan Ata P rat ran P m rin ah 
mor 1 Tahun 2016 t n n P ran ka D r h 
mbaran Negara Republik lndon ia Tahun 201 

Nomor 187, Tambahan Lembaran g ra R pu lik 
Indonesia Nomor 6402)· 

11. P raturan Pemerint h Nomor 12 Tahun 2018 ten tang 
Pedoman Pen usunan T ta T rtib D wan P rwakilan 
Rakvat Daerah Provinsi l abupaten dan Kot (Lembaran 
Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2018 omor 59 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia omor 
6197)• 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 n ang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran gara 
Rcpublik Indonesia Tahun 2019 Nomor 2 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)· 

13. Peraturan Pernerintah Nomor l 3 Tahun 2019 t ntang 
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Repu lik 
Indonesia Nomor 6323) · 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 t ntang 
Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka 
Percepatan Penanganan Corona Vims Dis as 2019 ( 
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6487) · 

15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tah un 2020 t n ang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah asional 
Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indon ia 
Tahun 2020 Nomor 10)· 

P raturan 20 
T ta Car P n ndali n dan 
R n at P mb n unnn (L mbarr n N 
Indon in T hun 200 Nomor 6 
N ra R publik Indonesia Nomor 

10. p ratur n P m rintah Nomor 18 Tah n 201 

K u n 

at u r P m rin , h 
T hun 20 
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23. 

22. 

1 . Pera ur n Da rah I' n 
Tahu n 2 07 t n tang R n ana n ._ n ka 
p njang a rah Kabup t n imalun un T hun 2 05- 
2025 (L mb ran D r h I bupa n i c lungun T 
2007 Nomor 5 ri Nomor ) · 

20. P raturan Daerah 1( bupar n im lungu N m r 
Tahun 2016 t nt ng Nagori (L ml ran Da rr h 
Kabupaten Simalungun Tahun 2016 Nomor 2 ri D 
Nomor 2)· 

21. era uran Daerah I abupa en Simalungun Nomor 3 
Tahun 2016 tentang Rencan P mbangun n Jangka 
Menengah Da rah I abupaten Simalungun Tahun 2016- 
2021 (Lembaran Daerah l abupaten irn lungun Tahun 
2016 Nomor 3 Seri D Nomor 3)· 
Peraturan Daerah Kabupaten Simalun un Nomor 
Tahun 2016 t ntang P mb ntukan Pcrangkat D rah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2016 
Nomor 4 Seri D Nomor 4) ebagaimana telah diubah 
b berapa kali, terakhir dengan Pera uran Dacrah 
Kabupaten Simalungun Nomor 3 Tahun 2019 t ntang 
P rubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Simalungun Nomor 4 Tahun 2016 t ntang P mb ntukan 
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Simalungun Tahun 2019 Nomor 3)· 
Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 
Tahun 2019 ten tang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2020 
(Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 20 l 9 
Nomor 4); 

24. Peraturan Menteri Dalam Negcri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir deng n 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 201 1 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Mcnteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ten ang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Repu blik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310) · 
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ri Dalarn N g ri Nomor 8 T hun 2017 
n ng n alia d n 

p mban unan D rah, Tata C r valuasi 
n P raturan Da rah t ntang R ncana 

P n n Jangka Panjang Da r h <l n R nc na 
p n ng h Da r h, , rta Ta Car 
p rubahan Rencana P mbangunan Jangka P njang 

a rah, R ncana P mb ngunan J ngka M n ngah 
Da rah, d n ncana 1< rja Pemerintah Da rah (B rita 
N gara R publik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312)· 

27. r uran Men eri Dalam Ncgcri Nomor 31 Tahun 2019 
t nt ng P dornan Pen u unan R nc na J rja P m rintah 
Da rah Tahun 2020 (B rita N gara epublik lndon si 
Tahun 2019 Nomor 611 )· 

28. raturan Menteri Dalam N geri Nomor 70 T hun 201 
tcntang Sistem lnformasi Pemerintahan Daerah (Serita 
N g ra R publik Indonesia Tahu n 2019 Nomor 1114) · 

29. Peraturan Ment ri Dalam N geri Nomor 90 Tahun 2019 
tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur 
Per ncanaan Pcrnbangunan dan K uangan Daerah 
[Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
1447)· 

30. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 25 Tahun 2016 
tcntang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Pada 
Organisasi Badan-Badan , Inspektorat Kabupaten dan 
Administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei 
Mangkei Kabupaten Simalungun [Bcrita Daerah 
Kabupaten Simalungun Tahun 2016 Nomor 285) 
scbagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Peraturan Bupati Simalungun Nomor 43 Tahun 2019 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati 
Simalungun Nomor 25 Tahun 2016 tentang Rincian 
Tugas Fungsi dan Tata Kerja Pada Organisasi Badan 
Badan, Inspektorat Kabupaten, KOR S Pegav ai Republik 
Indonesia (KORPRI) dan Administrator Kawasan Ekonomi 
Khusus (KEK) Sei Mangkei Kabupaten Simalungun 
(Berita Daerah Ka bu paten Simalungun Tahun 2019 
Nomor 414)· 
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5. 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
Kabupaten Simalungun yang selanjutn ·a disingkat 
RPJMD Kabupaten Simalungun adalah dokumen 
rencana pembangunan untuk periode 5 (lima) tahun ·ang 
menggambarkan visi, misi, maksud tujuan dan arah 
pembangunan jangka menengah daerah. 
R ncana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
Kabupaten Simalungun ) ang selanjutnya di ingka 
RPJPD Kabupaten Simalungun adalah dokumen rencana 
pcmbangunan untuk periode 20 (dua puluh) tahun ang 
menggambarkan, visi, misi maksud tujuan dan arah 
pembangunan jangka panjang periode 2005-2025. 

6. Organisasi Perangkat Daerah ) ang selanjutnya disingkat 
OPD adalah Sekretariat, Dinas, Kantor dan Badan di 
lingkungan Pernerintah Kabupaten Simalungun. 

7. Peru bah an Rencana Kerja Pemerin tah Darah yang 
selanjutnya disingkat P.RKPD adalah dokumen 
perencanaan daerah untuk periode 6 (enam) bulan. 

Pasal 1 
D lam raturan Bupati ini ang dimaksud dengan: 
1. Bupati adalah Bupati Simalungun. 
2. Daerah adalah Kabupaten Simalungun. 
3. merin ah Daerah adalah Bupati Simalungun beser a 

perangka daerah sebagai unsur pen elenggara 
perncrintah daerah. 
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o1eh satu atau beberapa OPD sebagai bagian dari 

pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan 

terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber 

daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), 

barang modal termasuk peralatan dan teknologi dana 

atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis 

sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk 

menghasilkan keluaran ( output) dalam ben tuk 

barang/ jasa. 

akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. 
15. Program adalah bentuk instrumen kebijakan ) ang berisi 

satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD 
atau mas arakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah 
daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan 
pembangunan daerah. 

16. Kegiatan adalah bagian dari program ang dilaksanakan 

ang 
diinginkan pad a akhir periode perencanaan. 

14. Misi adalah rumusan urn um mengenai upaya-upay a 
131/Hllk- ~ ~2() 

ahun. 
10. J bijak n Umum APED yang selanjutn a di ingka KU 

ad J h dokumen ) ang m muat kebijakan bidang 
p ndap t n belanj dan P mbi an erta asum i ang 
mendasarin a untuk period 1 ( atu) tahun. 

11. Proritas dan plafon anggaran sementara yang selanjutny a 
disin kat PPAS dalah rancangan program prioritas dan 
p tokan batas maksimal anggaran ang diberikan kepada 
OPD untuk setiap program sebagai a uan dalam 
p n usunan RKA-OPD sebelum disepakati dengan DPRD. 

12. I u-isu strategis adalah kondisi atau hal ang haru s 
diperhatik n a au dikedepankan dalam perencanaan 
pembangunan daerah karena darnpakny a yang signifikan 
bagi daerah dengan karakteristik b rsifat penting 
mendasar mend sak berjangka panjang dan 
m nentukan tujuan p nyelenggaraan pernerintahan 
daerah di masa y ang akan datang. 

13. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan ang 

naan 
nj dal h 

1 [sa u) 
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untuk p riod 
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NUTUP B B I 

DAE RAH 
B 8 RENCANA I ERJ DA PENDAN AN 

DAERAH 

B BfV 

K • RANGJ A EKONOMl D 

D ERAH 

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBAN UN N 

B 8 II 
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BERi ENAAN 

BAB 1 
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( ) rubahan RKPD Tahun 2020 di u un cl n nn 

sistematika p n usunan s bagai b riku : 
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BUPATI SIMALU GU 

Ditetapkan di Pamatang Ra ra 

pada tanggal 04 ::i H\ 2020 
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STAF 
KASUBS!D I KASUBBAG 
KABJD 
SEKRETARIS 
KEPALA SADAN 
ASISTEN 
SEKRETARIS DAERAH 
PENANGGUNGJAWAB 

Pa al 
Peraturan Bupati ini mu1ai rlal u p d 1, 11 1, 1 
diundangkan. 
Agar setiap orang m ng tahuiny m m rinu h ·" 1 

pengundangan Peraturan Bupati ini d ngan p n mp t nn) 
daJam Berita Daerah 1 abupa en imalung n. 
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F ETENTUAN PENUTU 


